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BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR 100.3.3.2/ 22 /KUM/2026 
TENTANG 

STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR, 
TANAH LONGSOR DAN PUTING BELIUNG 

 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

 
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Laporan Kejadian Bencana di 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan oleh Kepala Pelaksana 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan Nomor: 300.2.2/05/BPBD tanggal 05 

Januari 2026, telah terjadi hujan dengan intensitas tinggi 
mulai minggu ke-empat bulan Desember Tahun 2025 

sampai dengan minggu pertama bulan Januari Tahun 
2026 di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang 

menyebabkan terjadinya bencana banjir di wilayah 
Kecamatan Kandangan, Kecamatan Kalumpang, 
Kecamatan Daha Selatan, Kecamatan Daha Utara dan 

Kecamatan Daha Barat berakibat tertutupnya akses jalan 
dan terendamnya rumah warga, sehingga perlu 

penanganan tanggap darurat; 
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat 

(2) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana, Bupati menetapkan status 

bencana di Daerah; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Keputusan Bupati tentang Status Tanggap Darurat 

Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung; 
 
Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2756); 
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4828); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4829); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang 
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6133);    

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);    

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 

tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana 
Dalam Penanggulangan Bencana;    

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Komando Tanggap Darurat Bencana;    

15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana; 
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 

7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan 

Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7); 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 

6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 
3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 
3); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 
11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 11); 

19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 

2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Tahun 2025 Nomor 72); 

20. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun 
2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 84); 
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Memperhatikan: 1. Surat Pernyataan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 

300.2.2/06/BPBD/2026 tentang Penetapan Status 
Tanggap Darurat tanggal 9 Januari 2026; 

 2. Laporan Kejadian Bencana di Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Nomor: 300.2.2/05/BPBD Perihal Laporan 

Kejadian Bencana di Kabupaten Hulu Sungai Selatan; 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  :  

KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan 
Puting Beliung sejak tanggal 12 Januari 2026 sampai dengan 

tanggal 1 Februari 2O26. 
KEDUA :  Memerintahkan kepada Kepala Pelaksana Harian Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan selaku Komandan Penangangan Darurat Bencana 
untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang ada dalam 

rangka melaksanakan kegiatan penanganan tanggap darurat 
bencana banjir sebagai upaya percepatan penanggulangan 

bencana. 
KETIGA : Komandan Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud 

dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan wewenang: 

a. mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan 
bencana; 

b. mengaktifkan dan dan meningkatkan Pusat Pengendalian 
Operasi menjadi Pos Komando; dan 

c. melaporkan setiap perkembangan penanggulangan 
bencana kepada Bupati. 

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 

Anggaran 2026 dan sumber lainnya yang sah dan tidak 
mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan 

Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/318/KUM/2025 

tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, 
Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor di Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
 

Ditetapkan di Kandangan 

pada tanggal 12 Januari 2026 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

ttd. 
 

SYAFRUDIN NOOR 

 
 

Tembusan: 
1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
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2. Gubernur Kalimantan Selatan 

3. Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan 
4. Kapolres Hulu Sungai Selatan 

5. Komandan Distrik 1003 Kandangan 
6. Inspektur Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan 


